
BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN DAERAH MALURU TENGAH 

NOMOR OI TAHUN 2017 

TENTANG 
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Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemcrintahan 

Daerah, dan Pasal 298 ayat (l) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah menyampatkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggunjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pereriksaan Keuangan paling lambat. 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir; 
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b. bahwa berdasarkan pertirbangen sebaga.mna diraksud dalam urnf a, perlu menctapkan Peraturan Daera tentang 

Pertanggungjawaba Pelaksvan Aggaan Pendapatan darn Beana Daerah Tahun Anggaran 2016; 

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapon Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahn 1957 tentang 

Perabentukan Daerah-Daerah 3watantra Tiogkat II Dlam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku [Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 omor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) 

Undang-Udang Nomor 28 Than 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Ko.usi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 38511. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Thun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tamba.han Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomar 42861 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 

2004 Nomor 5, Tambahan Leambaran Negara epubik Indonesia Noor 4355j, 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor.or 

4400; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahu 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lenbaran Negara epub]ik 

Indonesia Tahrn 200 Noror 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421]; 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pererintah Pusat dan Pererintahan 

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nror 126, Tarabahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nom.or 4438; 
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8. Unlang-Undang Nomor 28 Tahun 2OU9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara +Republi 

Indonesia Tahun 2009 Nonor 130, Tarbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5049]; 

9. Undang-Urdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Ferundang-undangan Lembaran Negera 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5234], 

10. Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, acbagaimana telah diubah bebcrapa kali 

diubah terakhir dengan Urdang-Undang Momor 9 Taun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nor6r 23 

Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahat 

Lem bar Negara Republik Indonesia Noma+ 5679] 

I. Peraturan Pemerintah Noror 109 Tahun 200 tentang Kedudukan Keuangan Kcpala Dacrah dan Wakil Kepala Daereb 

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noor 210, Tarbahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 41028) 

12. Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan euangan Badan Layanan Umu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502] 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4575) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahn 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578]; 

15. Peraturan Pemerintah Noraor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tanbahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4585); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 7g Tahun 2005 tentang Pedoman erbinaan dan Pengawasan peewelenggaraar 

emerintahan acrah (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2200S Noor 165, Tam.ahan Lembaan Negara 

Republk Indonesia NOmo- 4593, 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [Lem baran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

18. Perattan Pemeritah Nomor Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nonor 24 

Tabun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan nggota Dewan Perwakilan akvat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan embaran Negara Republil Indonesia Nomor 

4712) 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Noor 56 Tahun 20D5 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155, 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7] Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pererintaban (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor I23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 5165j; 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Finjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219; 

22. Peraturan Pererintah Noror 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272, 

23. Peraturan Peeintahan Noor 83 Tahun 2012 tentaug Perubaha Ata.s Peraturan Pernerintah Nor.or 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 NOmor 195, 

Tam bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351]; 
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24. Peralran Pemerintah Nomor 27 Tahun 20l? tentang fengclolaan Barang Mihik Negara/Daerah [lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Noor 92, Tarn baha Lembaran Negara Republik [ndones:a NOnor 5533], 

25, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Strukturat; 

26. Peraturan Presider. Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Noror S4 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

27 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tehun 2006 tentang Peoman Fengelolaan Keuanugan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan eraturan Menteri iJalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer 

Lembaran Negara Republil Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 

28. Peraturan Menteri Dalar liegeri Nomor I7 Tahu 20OT tetang Pedoran Teknis Pengelolaan Barang Milik Daer ah, 

29, Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 31 Tahun 204 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2015; 

30. Peraturan Daerah Noror 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaton Maluku 

Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tan 2008 Noror 45, 

31 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuanogan Daerah [Lembaran Daerah 

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Noor 63); 

32. Peraturan Daerah Nomor 0I Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 

2031 {Lerbaran Daera.h Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Noor 107), 

33. Perataran Daerah Norr 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku 

Tengah Tahun 2013-2017 {Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159j; 

34. Peraturan Daerah Norr 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

Tahan Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahuan 2015 NotuOT 179) 
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35. Peratu.ran Daerah Nomor 03 Tahun 20l6 tentang Perubahat Arggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.paten 

Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 [Lembaran Daerah Kabu paten Malku Tengah Tahun 2016 Noor 182, 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

dan 

BUPATI MALUKU TENGAH 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANOQUNOJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN MALUJXU TENGAH TAHUN ANGOARAN 2016 

Pase! I 

(1) Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

e. Laporan Arus Kas; dan 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat [l) darpii dengan Laporan Kinerja dnn Ikhtisar Laporan Keuangan 

Badan UWsaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah 

Pasal 2 

Laporan Realisasi nggaran scbagaimana dimaksud pada Fasal l huruf a ahun ngsaran 2016 sebagai berikut 

i 

' 

l 

[1]. Pendapatan Daerah 

(2. Belanja Daerah 

Surplus/(Defisit) 

{3), Pembiayan Daerah 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA] 

Rp 

Rp. 

91.004 931.966,70 

0,00 

Rp. 

Rp. 

33.168.339.687,81) 

91,004.931.966,70 

57.836.592.278,89 

p. 1,5983.506.441.056,19 

RD. 1631674.780./44,00 

(Pp 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagainrana diraksud pada Pasal 2 sebagai berikut 

1 Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah RD, 69.333.670.473,81 dengan rincian sebagat berikut 
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a}. Anggaran Pendapatan setelah perutbahan 

b) Realisasi 

Selisih Lebih/[Kurung) 

Selisih Lebh/(Kurang 

Rp. 1667.840. 1 11.530,00 

Rp_1598506.441.056,19 

(p. 69.333. 670.473,81 

Rp. 49.994 112 312,19 

Selisih Anggaran dengan Realisasi Belarja sejumlah Rp. 119,327.782.786,00 dengan rincian sebagai berikut 

a). Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.751.002.563.530,00 

b]. Realisasi RD 1631674780,7464,00 

Selisih Lebih/(Kurang] (Kp. 119.327.782. 786,00) 

Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit scjumlah R. 49,994.112.312,19 dengan rincian sebagai berikut 

a). Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp, 83.162.452.000,00 

). Realisasi (RD. 33.168.339.687,81 

Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumalah Rp. 7.8 42.479.966 ,70 dengan rincian sebagai berikut 

a). Anggaran Penerimaan Perbiayaan setelah perubahan Rp. 83.162.452.000,00 

b). Realisasi Rn 9104.931966,70 

Selisih Lebib /(Kurangl Rp 7.842.4479.966,70 

5. Selisih Anggaran dcngan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumnlah RRp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut 

aj. Anggaran Pengeluaran Perbiayaan setelah perubahan Rp. 0,00 

I 

b). Realisasi 

Selisih Lebih/(Kurang) 

RD 

Rp. 

.00 

0,00 
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a}, Anggaran Pembiayaa Netto setelah peruba.ban 

b), Realisasi 

Selisih Lebih/(Kurang 

Rp. 83162.452.000,00 

RD. 91004.931.966,7 

Rp. 7.842479.966,70 

Pasal + 

Selisih Anggaran dengar. Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 7842.479.966,70 dengan rincian sebagai berikut 

Ncraca seoagaimena dimaksud pada Pasal I hurufb per 3I Desember Tahun 22016 sebagai berikut 

a. Jumlah Asset p. 747.672.348 592,16 

b. Jumlah Kewajtban Rp. 33.203.440.288,54 

' 
! 

! 

c. Jumlah Ekuitas Dana 

Pea sal 5 

Rp. 1714.468.908.303,62 

i 

• 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal I huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 

2016 sebagai berikut 

a Saldo Kas Awai per I Januari Tahun 2016 Rp. 85.713.415.058,49 

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 298.962.703.662,19 

C Arus Kas dari Aktivitas Aset Non Keuanga (Rp. 332.131.043.350,00) 

d Ars Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 7.922.479.879,00 

¢ rus Kas dari Altivitas Non Anggaran (Rp 2.013.079.897,71 



t Saldo as Akhir per 31 Desember Tahu 2016 Rp 60.855.110 980.43 

Pasal 6 

Catatan Atas Laporan Kenangan sebagaimana dimaksnd pada asal 1 hunf d Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif etas pos-pos Laporan Keuangan 

PasalT 

Portaggungjawaban Pelaksanaan nggaran Pendspatan dean Bclanja Dacrah scbagaimana cimaksud pada Pasal l tercantum 

dalam Larpiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari 

Lam oiran 1.S. 

Lam piran 1. 6  

•  

l  Lam pirant I 7 

Program dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan koterpaduan urusan Pemerintahan 

Dacrah dan Fungsi dalam kerangka Pengelola Keuangan Negara; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftat Penyertaan Modal tlnvestasi] Daerah; 

Daftar Realisasi Perambahan dan Penguurangan Ast Tctap Daerah; 

Lamoiran I.4 

Laporan Realisasi Anggaran; 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaman menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian Laporan Realisasi ngsaran monurut Urusan Pmcrintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, 

Belanja dart Perbiayan, 

Lampiran 1.3: Rekapitulasi realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Lampiran L2 

Lampiran 

a. Lamparan 

' 
l 
' 
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d. Lampiran [ y ·  Catatan Atas Laporar. Keuangan; 

Lampiran LI Neraca, 

Lampiran LIL: Laporan Arus Kas; 

Daftar Realisasi cnambahan dan Pengurangan Aset Lainnya 

Daftar Kegiatan-kcgiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kemnbal dalam 

tahun anggaran berikutnya, 

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

Daftar Pijaenan Daerah da Obligasi Daerah 

Lamnpiran . 8  

Lam piran 1 9  

Lampiran 1.10: 

Lampiran 1.1 I : 

b 
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Lam piran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada asa! l ayat [2) terdiri dari 

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampirmn IV Peratran Daerah ini, 

b. Ikhtisar Laporan Keuengan Badar Usaha Milk Daerah/Perusadaan Daerah tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan 

Daerah ini.; 

Pasal 9 

Ketetuan lebih Janjut mengenai Penjabaran Pertanggungiawaban Pelak.sanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungiawa.ban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
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Pasal 10 

185 

IBRAHIM UMARE 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar set.ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini de.gan penempatannya dalam Lembarar 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

Ditetapkan di Masohi 

pada tanggal, l Agusts 2017 

ALUKU TENOAH 

LEMBARAN DAERAH KAE UPATEN MALUKU TENOAH TAHUN 2017 NOMOR 

Diundangan di Ma 

pada tanggal, 3LAgust MT 

SEKRETARIS DAERA. KA. 'UPATEN MALUKU TENGA 
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' ' NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KAUPATEN MALUJKU TENOAH, PROVINS! MALUKU · 74/1/201% 
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ENJLASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGA 

NOMOR OI TAHUN 20;7 

TENTANG 

PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MALUJKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 

' ,, 
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] daeran 
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UMUM 

Dalam rangka pclaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 

tentang Pemerintah Daerah yang dikuti Peraturan Pererintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun 
nggaran 2016 serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, timbu hak dan kewajiban daerah yang harus dirunuskan dan/atau 
dilaksanakan oleh Pemerintah: Daerah yang mneliputih aspek perencanaan, penggaran dan pertanggungiawaban yang disetujui bersama 

antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah setelah disetujui olch Guberur untuk 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku selama satu ta.bun anggaran. 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan di atas maka aspek-aspek yang menjadi muatan pada Peraturan Daerah ini terdiri dar 
1. Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan-perkiraan tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

untuk mendanai program kegiatan pemerintah daerah sclama satu tahun anggaran. Pendapatan daerahr meliputi semua penerimaan 

! uang melalui rekening kas daerah, yang merupkan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh 

I 
f 



s 
j 

l 

Fondapatan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas terdiri dari 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

2 Belanja Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahur, 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang 

menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut 

diprioritaskan untuak mondanai urusan pcmerintahan wajib terkait pclayanan desar yang ditetapkan dengan standar pelayanan 

minimal sorta berpedoman pada stardar teknis dan harga satuan regional sesua dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

Belanja daera~ untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan 

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional 

Belanja dacrah terdiri dari 

a. Belanja Operas! 

b. Belenja Modal; 

e. Belanja Tak Terduga; 

3. Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutupi defisit anggaran dikarenakan anggeran belanja lebig besar dari 

pada anggaran pendapatan daerah yang tersedia dalam APBD. Surplus atau sefisit APBD adala.h selisih antara anggaran pendapatan 

daerah dengan anggaran bclanja daerah. 

Pembiayaan Daerah terdiri dari : 



a. Penerimaan Pembiayaan Daerah, 

• Pengeluaran Pembiayaar Daerah; 

' u. PASAL DEMI PASAL 

Pasai l Cukup delas 

' 
' Pasal Cukup elas 

I 
Pasal 3 . Cukup Jelas 

Pasal 4 . Cukup Jelas 

I Pasal 5 : Cukup Jelas 

' I Fasel . Cukup Jelas 
" 

I 
Pasal 7 . CukupJelas 

Pasal 8 . Cukup cles 

Pasal 9 Cukup Jelas 

Pasal 10 Cukup Jelas 

I 
' 
i 


